
Menimbang a. bahwa untuk ketertiban penggunaan bilyet giro sesuai 
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 
tentang Bilyet Giro, perlu diadakan perubahan mekanisme 
pencairan Dana Desa dengan menggunakan Cek / Bilyet 
Giro yang diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa S~tiap Desa di Kabupaten 
Cirebon Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa Perubahan mekanisme pencairan Dana Desa 
dengan menggunakan Cek / Bilyet Giro sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten 
Cirebon Tahun Anggaran 2019. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968. tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
ten tang Desa; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 
tentang Bilyet Giro (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 248); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
Tahun 201 7 ten tang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan 
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 112/PMK.07 /2017 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang 
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Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1081); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 
ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1448); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2015 Nomor 2 Seri E.l, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 
Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa (Lembaran Daerah Ka bu paten Cirebon Tahun 2017 
Nomor 1, Seri E.1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon 
Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2015 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 
Nomor 42); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 13 Seri A.3); 

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 122 Tahun 2015 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 122, 
Seri E.112); 

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang 
Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37); 

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkup 
lnspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 58, Seri E.40); 

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan 
Inspektorat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon 
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 
Nomor 90, Seri E.79); 

20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2018 Nomor 60 Seri A.3) 
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Pasal 40 
(1) Pencairan Dana Desa tahap II dilakukan oleh Kuwu dan 

Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar Banten (Bjb) 
dengan membawa persyaratan berupa: 
a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada 

Bank Jabar Banten (Bjb); 
b. KTPel Asli dan foto copy penarik eek giro; 
c. SK pengangkatan kuwu dan SK Kepala Urusan 

Keuangan; 
d. Rekomendasi Pencairan tahap II yang ditandatangani 

oleh camat; 
e. Tanda Bukti penarikan (eek giro) yang ditandatangani 

dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan 
Keuangan. 

2. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 38 
(1) Pencairan Dana Desa tahap I dilakukan oleh Kuwu dan 

Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar Banten (Bjb) 
dengan membawa persyaratan berupa: 
a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada 

Bank Jabar Banten (Bjb); 
b. KTPel Asli dan foto copy penarik eek giro; 
c. SK pengangkatan kuwu dan SK Kepala Urusan 

Keuangan; 
d. Rekomendasi Pencairan tahap I yang ditandatangani 

oleh camat; 
e. Tanda Bukti penarikan (eek giro) yang ditandatangani 

dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan 
Keuangan. 

1. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal I 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 63 Seri E.41) diubah sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 
DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2019. 

MEMUTUSKAN: 
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PATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 13 , SERI ~. 

BUPATEN CIREBON 

DICKY SAROMI 

Ttd. 

Pj. BUPATI CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 6 Maret 2019 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

PASAL II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 42 
(1) Pencairan Dana Desa tahap III dilakukan oleh Kuwu dan 

Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar Banten (Bjb) 
dengan membawa persyaratan berupa: 
a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada 

Bank Jabar Banten (Bjb); 
b. KTPel Asli dan foto copy penarik eek giro; 
c. SK pengangkatan kuwu dan SK Kepala Urusan 

Keuangan; 
d. Rekomendasi Pencairan tahap III yang ditandatangani 

oleh camat; 
e. Tanda Bukti penarikan (eek giro) yang ditandatangani 

dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan 
Keuangan. 

3. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
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